MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KREPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485/KPTS/KU.010/A/8/2021
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang a. bahwa dan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
836/Kpts/KU.010/11/2018 telah dilakukan  Pemberian
Mandat Menteri Pertanian Kepada Sckretaris JJenderal
Untuk  Menunjuk  Kuasa Pengguna Anggaran Dan
Delegast Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan herja
Untuk Menctapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau
Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Pertamian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838
Kpts/KU.010/12/2018 telah di tunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian
Pertamian, secbagaimana telah diubah beberapa  kali.
terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
01/KPTS/KU.010/A/1/2021 tentang Perubahan hetujuh
Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts
KU.010/12/2018.

b. bahwa dengan adanva perubahan lingkungan strategis.
maka Keputusan Menteri  Pertanian  sebagaimana

tersebut dalam point a di atas perlu diunjau kembali:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang heuangan



2

“~ .

5.

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  wentane
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 43000,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubhk Indoncesia Tahun
2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Repubhik
Indonesia Nomor 4400

Undang Undang Nomor 30 Tahun 201011 tentang
Admuinmistrasi Pemenntahan (Lemibaran Negoara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 202 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56011

Peraturan Pemernntah Nomor 8 Tahun 2000 tentaneg
Pelaporan heuangan dan kmena  Instans: Pemernintah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran  Negara  Republk
Indonesia Nomor <inl4);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 wentung
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tohun
2013 tentang Tata  Cara  Pelaksanaan Angeara
Pendapatan dan  Belanja  Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor o123
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2009 teniane
Oreamsast  hementerian Negara  {Lembaran Newouara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203),

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
hementerian Pertaman {Lembaran  Negara  Republbk
Indonesta Tahun 2015 Nomaor 855

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2027 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1o Tab
2018 tentang  Pengadaan Barang /. Jasa Pemerintah
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2008

Nomor 33).
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heputusan Presiden Nomor 113/7P Tahun 2019 tentany
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkaton
Mentert Negara RKabinet Indonesia Maju 20109 2024
Peraturan Mentert heuangan Nomor (900 PMR.O5/201 0
tentang  Tata Cara Pembavaran Dalan Rangk:
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);
Peraturan  Menter: Pertamian Nomor 19/ Permentan
OT. 140, 3/2013 lentang Pedomia ACINIIISIr s
hecuangan kementenan Pertanian,
Peraturan Mentert Pertanian Nomor 0 Tahun 2000
tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
(Bermta Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor
Ferd 7).
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PIEERTANIAN TENTANG

PIENUNJUKAN KUASA PENGGUNA  ANGGARAN - PADA
SATUAN RERJA LINGRUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Menctapkan Kepala Satuan Kerja  lingkup  hementenan
Pertanian schagar Kuasa Pengguna Anggaran pada masing
masine Satuan hera.

Dalam hal Satker sctingkat esclon |, berdasarkana usuln
Esclon | berkenaan. Menten dapat menumuk  Pejaba
ksclon 11 sebagan KPA. dengan  heputusan Menten

Pertanian tersendir.

Dalam hal Kepala Satuan Kena sebaganmana chimaksud
dalam Diktum KESATU terdapat  kekosongan jabatan.
ditumuk  Pejaban Pelaksana  Tueas  huasa  Penggunia

- R s e BB cibiees Thvent cvanvs - bavwirenemn s dae



vCLIMA

MPAT

A FNAM

' faeat chralsias e .
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schagatmana dimaksud dalam diktum RETIGA berakln

masa tugasnya apabila telah ditciapkan:

a. Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksudd dalam
diktum KESATU: atau

by Pejabat vang ditunjuk sebavaimana dimaksnd dalam

diktum KEDUA.

Mentert Memberikan mandat kepada Sckretans Jendera)
untuk menumuk RKuasa Pengguna Anggaran pada satuan
kerja hngkup Kementerian Pertanian stbagatmarna
dimaksud dalam Iiktum KEDUA dan Dikiun KETIGA.
dilakukan dalam bentuk Keputusan untuk dan atas none

Menter: Pertanian

Mendelegasikan  kepada  hepala satuan kera untuk
menectapkan Bendahara Pengeluaran dan; atau Penerimaan
pada masmg masing satuan kerja hingkup hementerin

Pertanian.

Pada saat Kkeputusan Mentert ini berlaku., Keputusan
Mentern Pertantan Nomor 836 Kpts/'KRU.OTO 1172008
tentang  Pemberian Mandat Mentert Pertiimian Kepada
Sckretaris  Jenderal untuk Menunjuk Kuasa Penggutio
Anguaran dan Delegast Mentenn Pertaman kepada Kepali
Satuan herja untuk menctapkan Bendahara Pengeluaran
Dan/Atau Penerimasn pada  Satuan hena lingkup
Kementerian Pertanian dan Keputusan Menten Pertanian
Nomior 838/Kpts/KU.010712 72018 wntang  Penunjukan
kuasa Pengguna  Anggaran  Pada Satuenn ke Linukiy
hementerian Pertantan sehagaimana telah diibah beberapa
kali. terakhir dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
01/KPTS/KU.010/A;1/2021 wentang Perubahan Ketujuh
Atas heputusan  Mentert Pertanian Nomor RIK/hpts

KU 01071272018 dicabut dan dinvatakan tidak berlaku




KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n.-Nenteri Pertanian
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Y Sekretarig Jenderal,
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Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc
NIP. 19640521 199003 1001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
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Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Menter: Keuangan;

Menteri Pertanian;

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat; dan

Kepala Satuan Kerja berkenaan



